PENGARUH LIKUIDITAS, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  DAN KEPEMILIKAN KELUARGA PADA AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI








1.1 Latar Belakang Penelitian 
Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan 
undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk 
kesejahteraan masyarakat. Menurut data Kementrian Keuangan, dalam lima tahun terakhir 
terjadi peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Berikut disajikan proporsi realisasi 
penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2012-2016. 
 
Tabel 1.1 Presentase Realisasi Penerimaan Pajak pada Penerimaan Negara 












2012 980.518,10 351.804,70 1.332.322,90 73,59 
2013 1.077.306,70 354.751,90 1.432.058,60 75,22 
2014 1.146.865,80 398.590,50 1.545.456,30 74,20 
2015 1.240.418,86 255.628,48 1.496.047,33 82,91 
2016 1.539.166,20 245.083,60 1.784.249,90 86,26 
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2018 
Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak lebih berkontribusi terhadap 
penerimaan negara dibandingkan dengan peneriman negara bukan pajak. Sejak tahun 2012, 
presentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara terus mengalami peningkatan, tetapi 
sempat mengalami penurunan yakni pada tahun 2014. 
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan. Oleh karena itu 
pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Berbeda dengan 
pemerintah, sebaliknya perusahaan berusaha agar jumlah pajak yang dibayar seminimal 





perusahaan dan kekayaan para pemegang saham. Beban pajak yang terlalu besar dapat 
mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan sebagai wajib pajak badan akan 
memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. 
Menurut Chen et al (2010) dalam Prasista dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa 
perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak 
Penghasilan yang besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang diperoleh. Ketika 
perusahaan memiliki penghasilan kena pajak yang tinggi, maka besarnya pajak yang dibayar 
oleh perusahaan juga akan meningkat. Hal ini meneyebabkan perusahaan menganggap pajak 
sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Kondisi itulah yang 
menyebabkan perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayar, 
dan tidak menutup kemungkinan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan. 
Meski penghindaran pajak bersifat legal, pemerintah tetap tidak menginginkan hal 
tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) 
negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam dalam 
mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari 
masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik 
kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan 
pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan 
adanya penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara masih belum 
optimal (Yogiswari dan Ramantha, 2017). Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan 
pajak :  
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak 












1 2014 1.46,1 triliun 1.143,3 triliun 91,7% 
2 2015 1.489,3 triliun 1.235,8 triliun 82,9% 
3 2016 1.539,17 triliun 1.283,6 triliun 83,3% 
4 2017 1.472,7 triliun 1.339,8 triliun 90,9% 
5 2018 1,424 triliun 1.315,9 triliun 92,4% 
Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia (data diolah sendiri 2019) 
Kementrian Keuangan mencatat data penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp. 1.315,9 
triliun. Realisasi tersebut hanya 92,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang sebesar Rp. 1.424 triliun. Ini artinya kekurangan penerimman (shortfall) 
pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak 
mencapai target sehinngga dapat dikatakan masih terjadinya agresivitas pajak di Indonesia. 
Likuiditas merupakan kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan dan kewajibannya yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan 
menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan 
tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang 
menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat Fadli, (2016). Penelitian 
mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak mendapat hasil yang berbeda-beda, 
penelitian yang dilakukan oleh Yogiswari dan Ramantha (2017) mengungkapkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh antara terhadap agresivitas pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh 
Fadli (2016) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 
pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) mengungkapkan 
likuiditas berpengaruh terhadap aggresivitas pajak. 
Corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khusunya 





seluruh pemangku kepentingan, baik itu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas 
dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu kegiatan 
yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang 
dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Landasan yang mendasari tanggung 
jawab sosial adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungan, terhadap 
dampak yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Yogiswari dan Ramantha (2017) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap 
agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasista dan Setaiawan (2016) 
mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
Kepemilikan keluarga (firm family) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang 
saham yang dominan. Menurut Morck dan Yeung (2004) dalam Subagiastra, dkk (2016) 
mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan 
keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh 
keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) dan Subagiastra, dkk (2016) 
mengungkapkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Ramalho (2014) 
mengungkapkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap 
agresivitas pajak. 
Menurut Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) komisaris independen 
didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham 
pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak 





peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Subagiastra dkk (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menunjukkan 
bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance 
perusahaan publik. Komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan 
keuangan dan pengawasan internal bagi perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak 
manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada 
perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta BEI mengharuskan semua emiten untuk 
membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Pohan, 2008 
dalam Annisa dan Kurniasih 2012).  
Penelitian tentang agresivitas pajak semakin menarik untuk diteliti, karena meskipun 
penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak yang meneliti namun hasil yang diperoleh 
tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Yogiswari dan Ramantha (2016) 
mengungkapan bahwa tidak terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Sementara 
penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) dan Anita (2015) mengungkapkan terdapat 
pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utami 
dan Setyawan (2015) dan Subagiastra, dkk (2016) mengungkapkan bahwa komite audit tidak 
berpegaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa 
dan Kurniasih (2012) menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap tax advoidance. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yogiswari dan 
Ramantha (2017) yang berjudul “Pengaruh likuiditas dan corporate social responsibility pada 
agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi”. Perbedaan 





tahun 2012 sampai tahun 2016. Penelitian ini juga menambahkan variabel kepemilikan 
keluarga sebagai variabel independen, hal ini sesuai dengan saran penelitian Yogiswari dan 
Ramantha (2017). Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.  
 Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka perlu 
dilakukan penelitan beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas 
pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian kembali 
dengan judul “PENGARUH LIKUIDITAS, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DAN KEPEMILIKAN KELUARGA PADA AGRESIVITAS PAJAK DENGAN 
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA PRIODE 2012-2016)”. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Periode penelitian.  
Periode penelitian ini adalah selama lima tahun dari periode 2012 sampai 2016. 
2. Objek penelitian.  
Objek penelitan ini adalah perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang listing 
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016. 
3. Variabel yang diteliti 
Variabel penelitian ini adalah likuiditas, corporate social responsibility dan 





dependen dan corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen 
dan komite audit sebagai variabel pemoderasi. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan. Oleh karena itu 
pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Berbeda dengan 
pemerintah, sebaliknya perusahaan berusaha agar jumlah pajak yang dibayar seminimal 
mungkin. Beban pajak yang terlalu besar dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga 
perusahaan sebagai wajib pajak akan memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi 
beban, termasuk beban pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 
pengaruh likuiditas, corporate social responsibilty  dan kepemilikan keluarga terhadap 
agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai pemoderasi. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdadpat tujuan yang akan digunakan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh likuiditas, corporate social responsibilty  dan kepemilikan 
keluarga terhadap agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai pemoderasi pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menyumbang 





likuiditas, corporate social responsibility dan kepemilikan keluarga pada agresivitas 
pajak dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi.  
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR lebih baik untuk 
mengurangi tindakan agresivitas pajak, bagi investor diharapkan dapat memberikan 
pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan CSR dan tindakan 
perusahaan terhadap pemerintah, dan bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan 
masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak 
mengingat masih tingginya kegiatan agresivits pajak di Indonesia. 
 
